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BUPATI SUKABUMI 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 

                                      NOMOR 12 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKABUMI, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Kuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan 
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan 
bersama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022; 

 
 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355) 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

�dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Replublik 
Indonesi Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Replublik Indinesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  
Pemungutan  Pajak  Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 6322); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);  

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2006 Nomor 9); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 
Nomor 13); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sukabumi. 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 
Nomor 20); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
Perusahaan Dearah Perkreditan Kecamatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 6); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 
Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada 
PT Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten tbk 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018 tentang  
Perubahan atas Peraturan  Daerah Nomor 16 Tahun 
2015 tentang  Penyertaan Modal Daerah kepada PT 
Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten tbk 
Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi 
Nomor 61); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 
2016 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 
Tahun 2016 tentang  Penyertaan Modal Daerah 
Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta 
Jaya Mandiri  Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 16); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi 
Nomor 17 Tahun 2018 tentang  Perubahan atas 
Peraturan  Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tantang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 7,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi 
Nomor 48); 

 

 

 

 
 

 

 Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  

Dan  

BUPATI SUKABUMI 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 
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2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 
penyelanggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  selanjutnya disebut DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan 
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan 
daerah yang sah. 

6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 

8. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah  semua 
penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal 
pada perusahaan milik Daerah/BUMD, perusahaan milik 
pemerintah/BUMN dan pada perusahaan milik swasta atau kelompok 
usaha masyarakat.  

9. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah semua penerimaan 
daerah yang tidak termasuk dalan jenis pajak daerah, retribusi daerah, 
dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi : hasil 
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau 
angsuran/cicilan; jasa giro; pendapatan bunga;  penerimaan atas 
tuntutan ganti kerugian daerah;  penerimaan komisi, potongan ataupun 
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang 
dan/atau jasa oleh daerah;  penerimaan keuntungan dari selisih nilai 
tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak;  
pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;   
pendapatan dari pengembalian;  fasilitas sosial dan fasilitas umum; 
pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 
pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

10. Pendapatan   Transfer   adalah   dana   yang   bersumber   dari 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci 
menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

11. Lain-lain  Pendapatan  Daerah  yang  Sah  adalah  pendapatan daerah 
selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain  
pendapatan  daerah  yang  sah  dirinci  berdasarkan objek, rincian objek 
dan sub rincian objek. 

12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah daerah 
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan 
daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara 
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 

13. Dana Darurat adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah yang 
dialokasikan kepada Daerah dalam rangka penanggulangan 
korban/kerusakan akibat bencana alam. 
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14. Lain-Lain Pendapatan adalah penerimaan yang berasal dari pemerintah 
pusat/provinsi/kabupaten kota dialokasikan kepada Daerah 
berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan 
daerah. 

15. Dana Penyesuaian yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah penerimaan 
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk membantu daerah 
dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. 

16. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih meliputi semua pengeluaran 
dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan 
pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai pengurang  ekuitas  yang  merupakan  
kewajiban  daerah  dalam  1 (satu) tahun anggaran terdiri dari  Belanja 
Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak  terduga dan Belanja transfer. 

17. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek 
yang terdiri belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Buga, Subsidi, Hibah dan 
Bantuan Sosial. 

18. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan 
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai 
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, juga termasuk honorarium/upah dalam melaksanakan 
program/kegiatan pemerintahan daerah. 

19. Belanja Modal adalah  pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 
12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan 
yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. 

20. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran daerah untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

21. Belanja Transfer  merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah 
kepada pemerintah desa. 

22. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk 
membiayai pembelian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang 
dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah yang meliputi belanja barang pakai habis, 
bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan 
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, 
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan 
peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, 
perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan 
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan 
barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. 

23. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada 
perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau 
mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak 
sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh 
masyarakat. 

24. Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah daerah untuk 
menganggarkan  pemberian bantuan yang bersifat sosial 
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kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada 
kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. 

25. Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran daerah untuk menganggarkan 
dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada 
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah 
desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah 
daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

26. Bantuan Keuangan adalah pengeluaran daerah untuk menganggarkan 
bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi 
kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah 
daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada 
pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka 
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 

27. Surplus APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan 
belanja daerah apabila pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari 
anggaran belanja daerah. 

28. Defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan belanja 
daerah apabila pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari 
anggaran belanja daerah. 

29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

30. Belanja Daerah yang Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan 
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah 
dengan Jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

31. Belanja Daerah yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat 
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan 
kewajiban kepada pihak ketiga. 

32. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi sulit, diluar perencanaan normal 
aktivitas pemerintah daerah, tanpa terduga sebelumnya bersifat 
sementara dan jika tidak ditangani dengan segera akan berdampak 
signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan masyarakat. 

33. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun 
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. 

34. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 
dan tanah longsor. 

35. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang 
diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok 
atau antar komunitas masyarakat dan teror. 

36. Keperluan Mendesak adalah kebutuhan belanja akibat keadaan 
mendesak untuk membiayai program/kegiatan pelayanan dasar 
masyarakat yang jika ditunda pelaksanaanya akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 
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Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.944.668.896.810,00 
(tiga triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh 
delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sepuluh 
rupiah) yang bersumber dari : 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan transfer;dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
direncanakan sebesar Rp644.931.400.000,00 (enam ratus empat puluh 
empat miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)  
yang teridiri atas : 
a. Pajak Daerah: 
b. Retribusi Daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp276.413.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar empat 
ratus tiga belas juta rupiah). 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp7.597.700.000,00 (tujuh milyar lima ratus 
sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).  

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                                     
Rp10.770.100.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus 
ribu rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.150.600.000,00 (tiga ratus 
lima puluh milyar seratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah). 

 
 

Pasal 4 
 

(1) Pendapan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
direncanakan sebesar Rp3.263.006.768.510,00 (tiga triliun dua ratus 
enam puluh tiga miliar enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu 
lima ratus sepuluh rupiah) yang teridiri atas : 
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan  
b. Pendapatan transfer antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.999.032.973.000,00 (dua triliun 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta 
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).  

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp263.973.795.510,00 (dua ratus enam 
puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan 
puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah). 
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Pasal 5 
 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf c direncanakan  sebesar Rp36.730.728.300,00 (tiga puluh enam 
miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga 
ratus rupiah) yang teridiri atas :   
a. Pendapatan hibah;  
b. Lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp36.730.728.300,00 (tiga puluh enam milyar tujuh 
ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus 
rupiah).  

(3) Lain-lain pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 
sebesar Rp0,- (Nol rupiah). 

 
Pasal 6 

 

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 direncanakan sebesar                                 
Rp3.918.052.394.720,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan belas miliar lima 
puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh 
rupiah) yang terdiri atas  : 

a. Belanja operasional;  
b. Belanja modal;  
c. Belanja tidak terduga; dan  
d. Belanja transfer. 
 

Pasal 7 
 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a direncanakan sebesar Rp2.720.253.084.177,00 (dua triliun tujuh 
ratus dua puluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan puluh 
empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang  terdiri atas  : 
a. Belanja pegawai;  
b. Belanja barang dan jasa;   
c. Belanja hibah; dan  
d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.369.540.239.538,00 (satu triliun tiga ratus 
enam puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus tiga 
puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp1.198.590.641.639,00 (satu triliun seratus 
sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus 
empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp140.922.203.000,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus 
dua puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah). 

(5) Belanja bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp11.200.000.000,00 (sebelas milyar dua ratus juta 
rupiah). 
 
 
 
 



 

 

13 

 

Pasal 8 
 

(1) Belanja  Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
direncanakan sebesar Rp513.864.160.043,00 (lima ratus tiga belas miliar 
delapan ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh ribu empat 
puluh tiga rupiah) yang  terdiri atas: 
a. Belanja modal tanah;  
b. Belanja modal peralatan dan mesin;  
c. Belanja modal gedun dan bangunan;  
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  
e. Belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal  tanah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp23.445.211.429,00 (dua puluh tiga milyar empat 
ratus empat puluh lima juta dua ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh 
sembilan rupiah).  

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp145.573.548.991,00 (seratus empat 
puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh 
delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).  

(4) Belanja modal gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp171.927.401.283,00 (seratus tujuh puluh 
satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus satu ribu dua 
ratus delapan puluh tiga rupiah).  

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.085.618.340,00 (seratus tujuh 
puluh satu miliar delapan puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu 
tiga ratus empat puluh rupiah).  

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp1.832.380.000,00 (satu miliar delapan 
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). 

 
Pasal 9 

 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 
direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang 
terdiri atas belanja tidak terduga.  

 

Pasal 10 
 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 
direncanakan sebesar Rp633.935.150.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga 
miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima 
ratus rupiah), yang terdiri atas:  
a. Belanja bagi hasil; dan  
b. Belanja bantuan keuangan.  

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp42.841.605.000,00 (empat puluh dua miliar 
delapan ratus empat puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah).  

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp591.093.545.500,00 (lima ratus sembilan puluh 
satu milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu lima 
ratus rupiah). 
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Pasal 11 
 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar  
Rp26.616.502.090,00 (dua puluh enam milyar enam ratus enam belas juta 
lima ratus dua ribu sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas: 
a. Penerimaan pembiayaan; dan  
b. Pengeluaran pembiayaan. 
 
 

Pasal 12 
 

Anggaran  penerimaan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 
11 huruf a direncanakan sebesar Rp17.367.826.165,00 (tujuh belas miliar tiga 
ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus 
enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran 
tahun sebelumnya. 
 

Pasal 13 
 

Anggaran  pengeluaran pembiayaan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal  
11 huruf b direncanakan sebesar Rp43.984.328.255,00 (empat puluh tiga 
miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan 
ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang atas penyertaan modal daerah. 
 
 

Pasal 14 
 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 
daerah   mengakibatkan   terjadinya   surplus  sebesar                                       
Rp 26.616.502.090,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam belas 
juta lima ratus dua ribu sembilan puluh rupiah). 

(2) Pembiayaan   netto   yang   merupakan   selisih   penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp26.616.502.090,00 (dua puluh enam miliar enam ratus enam belas juta 
lima ratus dua ribu sembilan puluh rupiah) 

 
Pasal 15 

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, dengan terlebih 
dahulu melakukan perubahan terhadap peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan Daerah  dalam  rangka  pelayanan  dasar  masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
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b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran  Daerah  lainnya yang  apabila  ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 
dan/atau masyarakat. 
 

 
Pasal 16 

 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:  
1.  Lampiran I  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 

dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
2.   Lampiran II  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  
3.   Lampiran III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  

4.   Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan 
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;  

5.  Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  

6.   Lampiran VI  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;  
7.   Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD;  
8.   Lampiran VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;  
9.   Lampiran IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 

Prioritas Daerah;  
10.  Lampiran X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  
11.  Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah;  
12.  Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 
13.  Lampiran XIII  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;  
14.  Lampiran XIV  Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);  
15.   Lampiran XV  Daftar Dana Cadangan; dan  
16.  Lampiran XVI  Daftar Pinjaman Daerah. 
 
 

 
Pasal 17 

 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 18 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukabumi. 
 

   Ditetapkan di  Palabuhanratu 

                                              pada tanggal, 30 Desember 2021 

                  BUPATI SUKABUMI, 

  

 

                  MARWAN HAMAMI  

 

  

Diundangkan di Palabuhanratu 

pada tanggal, 30 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  SUKABUMI, 
 

 

 

ADE SURYAMAN 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  TAHUN 2021 NOMOR 12   
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA 
BARAT 13/279/2021 
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Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Sukabumi

    Nomor :   12 Tahun 2021
    Tanggal :   30 Desember 2021

Bupati Sukabumi

 

Marwan Hamami

KABUPATEN SUKABUMI  
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,

BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

 

Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH  

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 644.931.400.000

4.1.01 Pajak Daerah 276.413.000.000

4.1.02 Retribusi Daerah 7.597.700.000

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.770.100.000

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 350.150.600.000

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.263.006.768.510

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.999.032.973.000

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 263.973.795.510

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 36.730.728.300

4.3.01 Pendapatan Hibah 36.730.728.300

  Jumlah Pendapatan 3.944.668.896.810

5 BELANJA  

5.1 BELANJA OPERASI 2.720.253.084.177

5.1.01 Belanja Pegawai 1.369.540.239.538

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.590.641.639

5.1.05 Belanja Hibah 140.922.203.000

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 11.200.000.000

5.2 BELANJA MODAL 513.864.160.043

5.2.01 Belanja Modal Tanah 23.445.211.429

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.573.548.991

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 171.927.401.283

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 171.085.618.340

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.832.380.000

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 50.000.000.000

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 50.000.000.000

5.4 BELANJA TRANSFER 633.935.150.500

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 42.841.605.000

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 591.093.545.500

  Jumlah Belanja 3.918.052.394.720

  Total Surplus/(Defisit) 26.616.502.090

6 PEMBIAYAAN  

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 17.367.826.165

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 17.367.826.165

  Jumlah Penerimaan Pembiayaan 17.367.826.165

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 43.984.328.255

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 43.984.328.255

  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 43.984.328.255

  Pembiayaan Netto (26.616.502.090)

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0


